
 

ABSTRAK 

Sitorus, Audi Murphy 0 . Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Seagketa Tanah Di 

Narumonda Kecamataa Siaatar Narumoada KaHpatea Toba Samosir. Program 

Pascasarjana, Universitas Negeri Medan, Pebruari 20 l 0. 

Pluralisme hukurn adalah berlakunya dua perangkat huk.um secara berdampingan 

dalam menyelesaik.an satu permasalahan. Hal itu menunjukkan bahwa semua sistem 

huk.um dengan institusinya mendapat peluang yang sama untuk. dipilih dalam 

menyelesaik.an sengketa yang terjadi di dalam masyarakat Penelitian ini didisain sebagai 

penelitian deskriptif dengan pendek.atan k.ualitatif untuk mengetahui pluralisme huk.um 

yang berlak.u dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat Desa Narumonda 

Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir. Data diperoleh dengan tek.nik 

pengamatan berperan serta (partisipan observation) dan wawancara mendalam (in depth 

interview) dengan para tokoh masyarak.at 

Kajian ini mengungkap bahwa masyarakat Desa Narumonda mempunyai beberapa 

pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah. Di antaranya adalah penyelesaian 

sengketa melalui jalur formal (pengadilan negeri/ ligitasi) maupun informal (musyawarah 

adat/ nonligitasi). Tetapi umumnya masyarakat Desa Narumonda lebih cenderung memilih 

mekanisme penyelesaian sengketa tanah secara informal. Hal itu disebabkan k.arena 

nasyarakat masih patuh terhadap huk.um adat dan keputusan-keputusan yang ditetapkan 

melalui musyawarah Dalihan Na Tofu. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur formal 

(pengadilan) cenderung menjadi pilihan masyarak.al k.etika sengketa tidak dapat 

diselesaikan secara musyawarah adat pada institusi Dafihon Na Tofu. 

Mekanisme informal menjadi pilihan utama masyarakat, dengan alasan bahwa 

mekanisme tersebut murah, cepat, mudah, dan dapat menjaga k.eharmonisan hubungan 

antara masyarakat. Tetapi yang disayangkan, mekanisme informal ini belum menJhdi 

bagian yang terintegrasi dari mekanisme atau sistem hukum yang didukung oleh 

pemerintah setempat secara sungguh-sungguh, sehingga keputusan-k.eputusannya bisa 

digugat ke pengadilan oleh pihak. yang tidak puas. 
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